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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan 
beberapa hal, antara lain kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang 
dilakukan oleh Joseph Kony masuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana 
Internasional karena memenuhi parameter yurisdiksi Mahkamah Pidana 
Internasional yaitu yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (subject 
matter jurisdiction), yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (temporal 
jurisdiction), yurisdiksi yang berkaitan dengan territorial (territorial 
jurisdiction), dan yurisdiksi yang berkaitan dengan personal/individu 
(personal jurisdiction). Mahkamah Pidana Internasional juga dapat menerima 
kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony 
sesuai dengan syarat dalam Pasal 17 Statuta Roma tahun 1998 tentang 
Mahkamah Pidana Internasional yaitu adanya ketidakmauan dan 
ketidakmampuan. Pemerintah Uganda telah menyatakan ketidakmauan dan 
ketidakmampuannya dalam Letter On Jurisdiction yang disampaikan kepada 
Mahkamah Pidana Internasional dengan berbagai faktor pendukung 
ketidakmauan dan ketidakmampuan tersebut. Terpenuhinya parameter 
yurisdiksi dan syarat penerimaan suatu perkara maka kasus kejahatan terhadap 
kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony dapat dituntut dan diadili oleh 
Mahkamah Pidana Internasional secara sah. 
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Asas ne bis in idem dalam penyelesaian kasus kejahatan terhadap 
kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony melalui Mahkamah Pidana 
Internasional telah diterapkan tanpa disimpangi karena Uganda telah 
menyerahkan kasus Joseph Kony kepada Mahkamah Pidana Internasional dan 
Mahkamah Pidana Internasional adalah satu-satunya lembaga yang akan 
menangkap, menuntut, dan mengadili Joseph Kony. 
B. Saran 
Dalam penegakan hukum pidana internasional peran Negara-negara 
sangatlah penting sehingga seharusnya Negara-negara memberi perhatian 
yang lebih besar dalam penegakan hukum pidana internasional. Perhatian 
tersebut meliputi partisipasi untuk menangkap, mengekstradisi, dan mengadili 
para pelaku kejahatan internasional. Dalam melakukan peradilannya Negara-
negara haruslah bersikap mandiri, bersih, dan adil dalam memutus perkara 
mengingat sifat Mahkamah Pidana Internasional yang komplenter. Negara-
negara yang belum melakukan ratifikasi Statuta Roma tahun 1998 tentang 
Mahkamah Pidana Internasional juga seharusnya melakukan ratifikasi demi 
kelancaran penegakan hukum pidana internasional melalui Mahkamah Pidana 
Internasional. Bagi Mahkamah Pidana Internasional sendiri haruslah lebih 
aktif dalam melihat kasus-kasus yang ada di dunia internasional agar dapat 
tegaknya keadilan di dunia internasional dan tercapainya cita-cita luhur 
masyarakat internasional yaitu adanya perdamaian bagi seluruh masyarakat 
dunia. 
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